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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berlakunya UU No 22 Tahun 1999 dan perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menitik beratkan pada daerah 

kabupaten/kota memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab 

kepada daerah yakni pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi 

keuangan yang diperlukan secara efisien, efektif, ekonomis dan dapat dipercaya 

sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang akurat. Laporan 

keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah  

mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus 

mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan 

yang berkualitas.  

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri 

keuangan untuk tujuan bagaimana memantau pelaporan keuangan salah satunya 

dengan mengeluarkan inovasi sistem pelaporan keuangan yaitu serangkaian 

pedoman mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, 

sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangkan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi sebagai 

mekanisme, prosedur kerja dan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan. Dalam 

mengoptimalkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, saat ini sistem 

teknologi informasi yang digunakan adalah sistem informasi akuntansi. 
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Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, 

menyimpan  dan mengolah data keuangan yang digunakan oleh pengambil 

keputusan. Saat ini, pemerintah daerah tidak hanya melakukan ketentuan dari 

pemerintah pusat, tetapi membuat perencaaan, melaksanakan, mengawasi dan 

mendendalikan sendiri kegiatan operasionalnya demi meningkatkan hasil laporan 

keuangan dan hasil audit yang berkualitas. Oleh karena itu Badan Pemeriksa 

Keuangan maupun lembaga negara lainnya, termasuk lembaga pemerintah untuk 

terus melakukan komunikasi terbuka untuk memastikan semua golongan terus 

melaksanakan upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

Dengan meningkatkan kualitas tersebut perlu melakukan pemeriksaan berbasis 

elektronik, sehingga dengan hal tersebut dapat mempermudah dalam melakukan 

dan melaporkan hasil keuangan pemerintah dengan baik. Masing-masing pihak 

yang terlibat dalam organisasi dapat menjalankan peranannya dengan baik 

apabila tersedia informasi yang tersusun secara sistematis dan terolah dengan 

matang (Purnomo, 2011). Sistem informasi akuntansi menurut Kusrini dan 

Koniyo (2007) adalah sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi 

bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.  

Menurut Untary (2015) menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah 

daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang 

diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya 

melakukan ketentuan dari pusat, akan tetapi dapat membuat perencanaan, 

mengendalikan, melaksanakan, mengawasinya sesuai dengan keperluan 

pemerintah daerah. Dalam konteks ini pelaksanaan, pertanggungjawaban dan 
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pengawasan merupakan pengambilan keputusan berdasarkan daerah tersebut. 

Dengan demikan, pemerintah daerah harus memerhatikan kualitas dari laporan 

keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi 

harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas 

laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat 

diperbandingkan. 

Pada awalnya, pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan 

perencanaan, penganggaran, pendapatan dan belanja, serta administrasi keuangan 

hingga akuntansi dan pelaporan. Penerapan sistem administrasi keuangan daerah 

harus memenuhi semua prosedur pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga 

ada korelasi atau hubungan antara proses dan data. Laporan keuangan merupakan 

bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang 

dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Penerapan suatu sistem 

aplikasi dalam perusahaan dihadapkan kepada dua hal, apakah perusahaan 

mendapatkan keberhasilan penerapan sistem aplikasi atau kegagalan sistem 

aplikasi Montazemi dalam Istianingsih, (2009).    

Menurut Defitri (2018) informasi dan data yang disajikan dalam pelaporan 

keuangann pemerintah daerah harus sesuai dengan keinginan dan kemauan 

pemangku kepentingan. Oleh karena itu aparat pemerintah daerah perlu 

mengetahui dengan jelas mengenai anggaran yang disusun oleh penerintah daerah 

agar tidak terjadi asimteri informsasi diantara aparat pemerintah dengan 

pemangku kepentingan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan, suatu sistem 
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aplikasi didasarkan pada tingakt kepuasan yang diterimanya. Dengan demikan, 

demi memperoleh kualitas informasi yang baik, untuk memperoleh kualitas 

informasi yang berkualitas, dibutuhkan sistem aplikasi yang mampu untuk 

menndukung dan mempermudah dalam pengolahan data. Adanya aplikasi yang 

baik tentunya kepuansan penggunanya akan terpenuhi. 

Menurut Yusup (2016) Dengan melihat apakah Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan ketetapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, maka melalui Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Disisi lain, dalam melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan pemerintah daerah nanyak ditemui penyimpangan atau 

kecurangan yang terjadi mengenai informasi laporan keuangan. Hal ini 

disebabkan karna masih adanya beberapa pihak tertentu yang tidak mengikuti 

prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun saat ini yang 

terjadi adalah BPK terutama daerah yang jauh dari Pulau Jawa mengalami 

kesulitan dalam menerapkan prosedur audit yang lazim pada beberapa pos yang 

disajikan pada laporan keuangan (BPK, 2012).  

Adanya beberapa fenomena yang terjadi memberikan peluang yang lebih 

besar bagi dalam melakukan penyimpangan dan kecurangan dibidang keuangan. 

Yang dimana saat ini banyaknya kasus yang melibatkan para pejabat daerah yang 

terjerat kasus hukum seperti: a) Kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi 

dan pelaporan di Provinsi Banten, laporan bulanan persedian pada Dinas 

Kesehatan tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil saham opname tidak dapat 
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diatur, sehingga persediaan-persediaab pada Dinas kesehatan per 31 Desember 

2013 tidak dapat baris kewajarannya; b) Kasus kelemahan sistem pengendalian 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Kabupaten Kuningan, Provinsi 

Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Kuningan menunggak subsidi dan iuran 

asuransi kesehatan sejak Tahun 2004 kepada PT Askes (Persero) bernilai Rp 

42,07 yang mengakibatkan saldo utang semakin besar dan akan membebani 

APBD selanjutnya; c) Kasus kelemahan struktur pengendalian intern di 

Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, terdapat pembukaan 19 rekening 

untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan dan rawat inap atas nama 

pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan bupati mengakibatkan risiko atau 

peluang daerah keuangan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya kelemahan 

sistem pengendalian intern dengan penyusunan laporan keuangan dalam 

pengelolaan dan pelaporan asset tetap (https://tribunnews.2014). Disamping itu, 

menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam (Kompas.com) Tahun 2018 

menyatakan bahwa masih banyak di daerah mendapat status Wajar Tanpa 

Pengecualian atas opini mengenai laporan keuangan daerah, akan tetapi meski 

mendapat status WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus 

korupsi seperti kasus yang terjadi di Depok tentang korupsi proyek pembebasan 

lahan Jalan (metro.tempo.co.2018). Dengan demikian, banyaknya kasus yang 

melibatkan beberapa instansi daerah tentu akan memberikan dampak negatif 

seperti menyebakan kerugian bagi negara atau daerah. 

Fenomena yang terjadi disebabkan karena belum optimalnya peran auditor 

internal dalam melakukan sebuah pemeriksaan terhadap laporan keuangan 

https://tribunnews.2014/
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pemerintah daerah, hal ini kemungkinan disebabkan karena waktu pemeriksaan 

yang terbatas dan singkat, sehingga prsoses pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor internal tidak dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini auditor internal wajib 

untuk melakukan pemeriksaan dengan optimal, terus menerus sejak awal proses 

penyusunan dan perencanaan anggaran, sehingga kesalahan atau penyimpangan 

yang terjadi dapat dideteksi lebih awal dan dilakukan perbaikan sehingga saat 

LKPD diperiksa oleh BPK, penyimpangan-penyimpangn yang terjadi dapat 

dideteksi dan diminimalisir lebih awal. Pemerintah daerah memiliki laporan 

keuangan yang harus di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, salah satunya 

oleh komisi pemberantasan korupsi (https://nasional,kompas,com, 2015).  

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh sistem 

informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya 

Gap hasil penelitian. Menurut Widjajanto (2001), sistem informasi akuntansi 

merupakan susunan catatan, formulir, perlengkapan dan peraltan termasuk 

teknologi komputer serta alat komunikasi lainnya, serta tenaga pelaksannya dan 

lpaoran yang terkoordinasi yang didesain untk mentransformasikan data 

keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Menurut Silviana dan 

Anthoni (2014), sistem informasi merupakan salah satu faktor pendukung 

kaulitas laporan keuangan, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses 

yang didasarkan pada input yang baik,proses yang baik dan output yang baik. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) yang meneliti 

tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 

https://nasional,kompas,com/
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pemerintah daerah memiliki hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa 

semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah maka nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.  

Menurut Setyowati (2016) menemukan hasil penelitian yang menunjukkan 

pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dalam pelaporan 

keuangan pemerintah daerah informasi yang seharusnya disajikan harus sesuai 

dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dalam hal ini stakeholder, dengan 

tercapainya hal tersebut aparatur pemerintah harus mengetahui perencanaan 

anggaran peerintah daerahnya agar tidak terjadi asimetri informasi dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Defitri (2018). 

Menurut Sholikah (2016) pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh 

yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal 

ini menunjukkan, prinsip pengelolaan keuangan daerah sangat dibuthkan untuk 

mengawasi dan mengawal kebijakan keuangan daerah. Kebijakan yang dihasilkan 

harus dapat digunakan dan disampaikan baik secara vertikal maupun horizontal 

sehingga akan menghasilkan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang 

terstruktur, efektif dan efisien serta ekonomis. Sistem pengelolaan keuangan 

daerah harus dipercayakan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki 

integritas yang tinggi dan jujur dalam mengelola keuangan, sehingga 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dihindari (Chabib Sholeh, 2010).  
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Menurut Desi Ertambang (2017) pengelolaan keuangan daerah tidak 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 

disebabkan karena pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti prosedur 

yang ditetapkan tidak selamanya bisa menjamin tidak adanya perilaku 

penyimpangan yang terjadi, terbukti dalam penelitian desi ditemukan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan temuan oleh BPK yaitu laporan 

keuangan pemerintah masih menemukan fenomena penyimpangan informasi 

laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan pemerintah 

(BPK, 2012). 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasrkan Peraturan 

Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Luwu Utara. BPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas 

pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi 

tanggungjawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian (gap) yang 

telah di uraikan diatas maka penulis  tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengelolaan Keuangan Daerah  

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.   
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1.2 Rumusan  Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini : 

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset 

Daerah Kabupaten Luwu Utara), hasil ini dapat diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun maanfaat dilakukannya 

penelitian sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat teoritik 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti tentang sistem informasi akuntansi, pengelolaan 

keuangan daerah terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil wawasan kepada 

masyarakat agar dapat mengetahui perilaku pengelolaan keuangan yang baik. 

1.4.3 Manfaat Kebijakan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi pihak Kantor BPKAD mengambil 

kebijakan yang lebih baik dengan meningkatkan sistem informasi akuntansi dan 

pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, bertangungjawab, 

berkeadilan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan karena informasi yang 

disajiikan, dalam laporan keuangan pemerintah masih menemukan penyimpangan 

informasi laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan 

pemerintah. 

 

 



11 
 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Kantor BPKAD Kabupaten Luwu 

Utara. Fokus pada penelitian ini adalah pengearuh sistem informasi akuntansi dan 

pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah yaitu dengan membandingkan jurnal, alur aplikasi dan dalam 

menghasilkan laporan keuangan daerah dengan melihat kualitas dari sistem 

informasi yang terdiri dari ketetapan waktu, keakuratan, relevan, dan dapat 

diepercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informsi yang handai. 

Laporan keuangam merupakan bentuk pertnggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi berupa 

informasi keuangan. Kualitas informasi keuangan suatu organisai disajikkan 

kedalam bentuk laporan keuangan, yang nantinya laporan keuangan tersebut 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, harus 

didukung oleh kualitas dari aparatur pemerintah daerah agar sistem informasi 

yang dihasilkan memuaskan dan berkualitas.  

Masalah dalam penelitian ini sangat penting dalam mendekatkan pada 

pokok permasalahan yang akan dibahas. Batasan masalah ini mengharapkan 

untuk disetujui faktor mana saja yang termasuk dalam ruang jarak masalah 

penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang jarak masalah 

penelitian. Pemilihan batas masalah yang pergi melanjutkan haruslah berdasarkan 

pada alasan yang tepat, baik itu alasan teori juga alasan praktis.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Grand theory yang mendasari penelitian ini yaitu stewardship theory. Menurut 

Donaldson dan Davis, (1991) dalam Anton, (2010) Stewardship menggambarkan 

bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-

tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu 

kepentingan organisasi. teori stewardship juga merupakan teori yang 

menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan 

individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan 

sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward berusaha 

mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017).  

Teori stewardship dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat 

manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak 

dengan penuh tanggung jawab, memiliki intregritas dan kejujuran pada pihak 

lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai 

dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori stewardship 

dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti 

organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Haliah, 2012 dalam Wahida 2015). 

Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya 

dalam mewujudkan pelaksanaan good governance. Pemerintah Daerah harus 
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mengungkapkan secara jelas dan terperinci terkait dengan data akuntansi dan 

informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh pemerintah 

daerah bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan 

guna untuk pengambilan keputusan. 

Awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat 

untuk memenuhi kebutuhan informasi antara stewards dengan principals. 

Akuntansi merupakan alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahaan 

yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta 

perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku principals sangat sulit 

untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Secara prinsip akuntansi 

adalah alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas 

pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship yang 

menjelaskan tentang sebuah eksistensi pemerintah daerah yang berperan selaku 

suatu lembaga yang dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dapat 

dipercaya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mampu 

pertanggungjawabkan amanah keuangan yang dibebankan padanya, sehingga 

tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dan tercapai secara 

maksimal. Sebagai seorang manajer dan auditor internal harus memiliki 

tanggungjawab dalam melaksankan tugasnya dengan mengarahkan segala 

kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk 

menghasilkan suatu laporan informasi keuangan yang berkualitas (Wahida, 

2015). 
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2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem informasi berbasis 

komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data 

transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan 

keuangan kepada manajemen perusahaan. Menurut Nugroho Widjajanto (2001) 

sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk 

komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan 

laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan 

data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.” 

 Akuntansi memiliki kaitan yang sangat erat dengan sistem informasi, 

keterkaitan ini dapat tercerminkan dalam sebuah istilah informasi akuntansi yang 

melibatkan semua kegiatan dan semua pihak dalam sebuah institusi. Akuntansi 

berperan sebagai sistem informasi ekonomi dan keuangan yang mampu 

memberikan manfaat kepada konsumen, untuk memperoleh informasi akuntasi 

yang mudah diolah maka dibutuhkan suatu mekanisme atau kegiatan yang baik. 

Sistem pengolahan yang baik adalah sistem yang terstruktur dan terdiri dari 

prosedur, metode, teknik atau cara yang memungkinkan terlibatnya manusia 

sebagai penunjang tercapainya tujuan.  

Menurut Hall Thomson dalam Untary (2015) sistem adalah ”sekelompok 

dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau susb 

sistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose)”, 

sedangkan menurut Bodnar & Hopwood (2010) mengatakan bahwa sistem 
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informasi akuntansi adalah satu kesatuan antara sumber daya yang dimiliki baik 

manusia maupun alat yang dirancang dengan tujuan mengubah data baik data 

keuangan dan data lainnya menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi 

konsumen. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah proses pengumpulan, pencatatan, penggolongan, memproses 

data atau transaksi perusahaan  sehingga menjadi informasi laporan keuangan 

yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Nugroho Widjajanto (2001) mengemukakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) memiliki tujuan akuntansi diantaranya mampu mengolah dan menyimpan 

seluruh data pada transaksi keuangan, memproses dan mengubah data keuangan 

menjadi sebuah informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan 

manajemen terkait perencanaan dan pengendalian usaha, melakukan pengawasan 

terhadap seluruh aktifitas keuangan perusahaan, efisiensi biaya dan waktu 

terhadap kinerja keuangan, serta penyajian data keuangan yang sistematis, akurat 

dan tepat. Sistem Informasi Akuntansi memiliki fungsi diantaranya 

mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan 

perusahaan, memproses data keuangan menjadi sebuah informasi dalam 

pengambilan keputusan manajemen perencanaan dan pengendalian usaha, 

mengontrol secara efektif dan tepat terhadap aset perusahaan, melakukan 

pengawasan terhadap semua aktivitas keuangan perusahaan, efisiensi biaya dan 
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waktu terhadap kinerja keuangan, serta penyajian data keuangan yang sistematis, 

akurat dan tepat. 

2.2.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi 

Dibuatnya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tentunya akan memberikan manfaat 

bagi penggunanya. Di bawah ini terdapat 5 manfaat dari Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA), di antaranya adalah: (a) Menyajikan informasi yang akurat dan 

tepat waktu, (b) Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa 

yang dihasilkan, (c) Meningkatkan  efesiensi kinerja bisnis, (d) Meningkatkan 

kemampuan dalam pengembailan keputusan, dan (e) Meningkatkan sharing 

knowledge (alih ilmu). 

2.2.4 Indikator Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Nugroho Widjajanto (2001) Indikator Sistem Informasi Akuntansi 

diukur berdasarkan: (a) Pencatatan, (b) Penggolongan dan pengikhtisaran, serta 

(c) Pelaporan. 

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah 

2.3.1 Pengertian pengelolaan keuangan daerah 

UU No. 17, (2003) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. Demi tercapainya pengelolaan keuangan 

daerah yang baik, maka setiap kepala daerah harus dapat melaksanakan sistem 

pengelolaan keuangan daerah seusai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 

tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan tentang 
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pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaanm, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

daerah. 

Menurut Nugraheni & Subaweh (2008) pengelolaan keuangan daerah 

merupakan suatu bentuk pengelolaam yang berhubungan dengan sistem 

pengendalian internal, pengendalian yang kurang baik akan menyebabkan 

terjadinya beberapap kesalahan atau penyimpangan sehingga dapat 

mempengaruhi opini auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Salah satu 

bagian terpenting dalam sistem pengendalian internal adalah informasi dan 

komunikasi serta pengawasan/pemantauan, didalam suatu instansi pemerintahan 

tentu memerlukan sebuah informasi komunikasi yang jelas sehingga dalam 

menjalankan aktivitas organisasi terutama informasi keuangan akan dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

Dalam lingkup pemerintahan, keuangan daerah dikelola berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisin, tertib, ekonomis dan transparan 

serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas berkeadilan, kepatuhan dan 

bermanfaat untuk publik, yang dimkasud dengan tertib yaitu dimana pengelolaan 

keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Dari beberapa peneliti tentang pengelolaan keuangan daerah dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan 
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daerah yang efektif dan efesien sehingga menghasilkan suatu pelaporan yang baik 

dengan ketentuan karena didukung bukti-bukti yang ku at. 

2.3.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut Chabib sholeh (2010) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang 

diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: (a) 

Akuntanbilitas, dalam mengambil suatu keputusan hendaknya dapat 

mempertanggungjawabkan hasil yang telah disampaikan atau dikeluarkan, (b) 

Value for money, yakni dalam memenuhi pengelolaan keuangan daerah yang 

baik, harus memenuhi tiga prinsip, yaitu efisien, efektif dan ekonomis, (c) 

Kejujuran, dalam mengelola keuangan, aparatur pemerintah harus didasarkan 

pada tingkat kepercayaan dan kejujuran serta memiliki tingkat integritas yang 

tinggi, sehingga kesempatan atau peluang timbulnya kecurangan dapat dihindari, 

(d) Transparansi, artinya salah satu sifat yang diinginkan oleh masyarakat yaitu 

adanya keterbukaan antara pihak pemerintah daerah dan msayarakat seperti 

transaparansi mengenai data admnistrasi dan kebijakan-kebijakan tertentu, 

sehingga nantinya tidak menimbulkan yang nama kecurigaan dimata msayarakat, 

(e) Pengendalian,  perlu adanya pengawasan dalam menyusun dan menggunakan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta evaluasi terhadap segala 

jenis aktivitas yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah. 

2.3.3 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut Chabib Sholeh (2010) Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah diukur 

berdasarkan: (a) Perencanaan, (b) Pelaksanaan, (c) Penatausahaan, (d) 

Pertanggungjawaban, (e) Pemeriksaan.  
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2.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dan karakteristik kualitatif 

laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Bridwan 

(2004) adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan 

dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. 

Laporan keuangan yabg berkualitas dapat dicapai dengan dengan melihat 

tingkat baik atau buruknya suatu sistem pengelolaan keuangan, disamping itu 

dapat dilihat dari integritas yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan, dengan hal 

tersebut laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. 

Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan segala bentuk informasi 

keuangan, mulai dari informasi saldo anggaran lebih, aktivitas operasi, arus kas, 

realisasi anggaran dan perubahan modal suatu entitas yang nantinya bermanfaat 

bagi para pengguna laporan keuangan.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang berguna dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang disajikan 

harus memenuhi karakteristik kualiatatif yaitu relevan, andal, dapat 
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dibandingkan, dan dapat dipahami mengenai pelaporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. 

2.4.2 Karakteristik Laporan Keuangan 

Berdasarkan UU No. 17, (2003)  karakteristik kualitatif dari suatu laporan 

keuangan diantaranya: (a) Relevan, dalam laporan keuangan apabila informasi 

yang ternuat didalammnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dari 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa ini dan memprediksi masa depan, 

adapun informasi yang relevam yang dimaksud diantaranya, memiliki manfaat 

umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap, (b) Andal, laporan 

keuangan harus menghasilkan informasi yang terbebas dari salah saji material 

dan menyesatkan, berdasarkan fakta yang ada secara jujur serta dapat diverifikasi, 

(c) Dapat dibandingkan, Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna 

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuanga perioede sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaoporan lain pada umumnya, (d) Dapat dipahami, 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna 

dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan pemahaman 

para pengguna. 

2.4.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Bridwan (2004) Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah diukur 

berdasarkan: memiliki nilai yang relevan, keterandalan, dapat diperbandingkan 

dan dapat dipahami dengan baik oleh pengguna informasi. 
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2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam  penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1     

Defitri 

(2018) 

Pengaruh 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah Dan 

Sistem 

Akuntansi 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah. 

Variabel bebas: 

Pengelolaan 

keuangan daerah 

sistem akuntansi 

 

Variabel terikat: 

Kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah daerah. 

Pengelolaan keuangan 

dan sistem akuntansi  

daerah memiliki hasil 

bahwa sistem 

informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap 

kualitas laporan 

keuangan. 

2 Setyow

ati et 

al., 

(2016) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Semarang. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah daerah 

kota semarang. 

Menemukan hasil 

penelitian yang 

menunjukkan bahwa 

peran teknologi 

informasi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah . 

3 Yusup, 

(2016). 

Pengaruh 

Sistem 

Informasi 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan. 

Variabel  bebas : 

Sistem informasi 

pengelolaan 

keuangan daerah 

 

Variabel terikat: 

Kualitas laporan 

keuangan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

system informasi 

keuangan daerah 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

daerah. 
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Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

4 Sholikah,A

stuti,& 

Sunarko, 

(2016). 

Pengaruh 

Pengawasan 

Internal, 

Pemahaman 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Dan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

Terhadap Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah. 

Variabel bebas: 

Pemahaman 

sistem 

akuntansi 

keuangan dan 

pengelolaan 

keuangan 

daerah  

Variabel 

terikat: 

Kualitas 

laporan 

keuangan. 

Pemahaman sistem 

akuntansi keuangan 

dan pengelolaan 

keuangan daerah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

 

 

 

 

 

5 Untary, 

(2015). 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Akuntansi, Sistem 

Pengendalian 

Intern Dan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah 

Dengan Faktor 

Eksternal Sebagai 

Pemoderasi. 

 

Variabel  bebas 

: 

Sistem 

informasi 

akuntansi  

 

Variabel terikat: 

Kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah. 

Hasil penelitian n 

sistem informasi 

akuntansi 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

daerah 

 

 

 

 

 

 

 

6 Al_Frijat, 

(2013). 

Dampak 

Penggunaan 

sistem informasi 

akuntansi terhadap 

kualitas laporan 

keuangan yang 

disampaikan 

kepada 

departemen pajak 

dan penghasilan 

dan penjualan 

Variabel bebas: 

Sistem 

informasi 

akuntansi  

  

Variabel terikat 

: Kualitas 

laporan 

keuangan. 

Hasil penelitian 

sistem informasi 

akuntansi memiliki 

pengaruh positid 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 
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Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

7 Alamsyah, 

Rahayu, & 

Muslih, 

(2017). 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(Sakd), 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, Dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan. 

Variabel   

bebas : 

Penerapan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi 

 

Variabel terikat 

: 

Kualitas 

laporan 

keuangan. 

Hasil pengujian 

hipotesis adalah, 

penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

8 Yusniyar, 

Darwanis, & 

Abdullah, 

(2016). 

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Pemerintahan dan 

Pengendalian 

Intern Terhadap 

Good Governance 

dan Dampaknya 

pada Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Studi pada SKPA 

Pemerintah Aceh). 

Variabel  

Bebas : 

Penerapan 

sistem 

akuntansi 

pemerintahan 

 

Variabel  

Terikat : 

Kualitas 

laporan 

keuangan. 

Menunjukkan 

bahwa, 

Penerapan 

sistem akuntansi 

pemerintahan 

dan 

pengendalian 

intern baik 

secara simultan 

maupun parsial 

berpengaruh 

terhadap good 

governance. 

sistem akuntansi 

pemerintahan, 

pengendalian 

intern dan good 

governance baik 

secara simultan 

maupun parsial 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laporan 

keuangan 
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Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No 
 

Nama 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

9 Pujanira & 

Taman, 

(2017). 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Dan 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Provinsi Diy. 

Variabel  

Bebas : 

Penerapan sistem 

akuntansi 

keuangan daerah 

 

Variabel 

Terikat : 

Kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah diy. 

Penerapan sistem 

akuntansi keuangan 

daerah secara 

bersama-sama 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah  

10 Yulius 

Simon, 

Mahfudnu

rnajamud

din, dan 

Masdar 

Mas'ud, 

(2016). 

Control System On 

Good Governance 

And The Quality Of 

Financial Statement 

Information. 

Sistem 

Pengendalian 

Tata Kelola Dan 

Kualitas 

Informasi 

Laporan 

Keuangan. 

Kompetensi aparatur 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

informasi laporan 

keuangan. Sistem 

kontrol internal dan 

Good governance 

memiliki pengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

kualitas informasi 

pelaporan 

keuangan. 

11 Ni Luh 

Nyoman 

Udiyanti, 

Anantawi

krama 

Tungga 

Atmadja 

Ari Surya 

Darmawan 

(2014). 

Pengaruh penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan, 

Sistem 

Pengendalian intern 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah  

Variabel bebas: 

Sistem 

Pengendalian 

Intern, dan SAP  

Variabel terikat: 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

 

 

Standar akuntansi 

pemerintahan, 

sistem pengendalian 

intern, SDM 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laporan keuangan. 



25 

 
 

2.6 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi tiga variabel yaitu Sistem  

Informasi Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Kerangka konseptual yang digunakan dalam 

penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan 

teoritis dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho: Tidak terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Ha: Terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Hipotesis 2 

Ho: Tidak terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Ha: Terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang 

sistematis dengan menggunakan analisis data statistik, yakni menggunakan 

model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan 

fenomena, baik pada bagian-bagiannya maupun pada hubungannya. 

Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan 

menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk 

mencadarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsuddin & Damiyanti: 

2011). Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik 

sesuatu sebagaimana adanya. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara langsung dan lokasi yang dipilih oleh peneliti 

adalah kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara, dengan waktu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah selama 2 bulan terhitung dari  bulan Juni-Agustus. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Menurut Sekaran (2006:121), populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan 

subjek atau objek yang akan digeneralisasi hasil penelitian. Adapun Populasi 

dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara 
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yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kepala Dinas 

BPKAD, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan , Bidang Aset 

Daerah dan Bidang Akuntansi sebanyak 17 orang sedangkan menurut tingkat 

pendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Sarjana Muda (D3, D2, D1), 

SMU/SLTA, dan SMP/ SLTP sebanyak 60 orang. Dengan demikian yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 77 orang 

(https://bpkad,luwuutarakab.go.id). 

3.3.2 Sampel  

Sampel menurut (Sugiyono, 2016:81) adalah sebagian dari jumlah dan 

karakterstik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya 

sampel, peneliti menggunakan rumus slovin dalam umar (2008) sebagai berikut: 

 

 

  

Keterangan : 

n  =  Ukuran sampel/jumlah responden 

N =  Ukuran populasi 

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 

yang masih bisa ditolerir. 

e  =  0,05 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 77 orang. Sehingga dalam penelitian 

ini jumlah sampel yang diteliti adalah: 

                 77 

      n   =      

                    1+77(0,05)² 

           N 

 n  =      

              1+N(e)² 

https://bpkad,luwuutarakab.go.id/
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  =64,57 

Berdasarkan perhitungan rumus slovin tersebut, maka ukuran besarnya 

sampel untuk penelitian ini sebanyak 64,57 yang dibulatkan menjadi 65 

responden.  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber 

data yang digunakan data primer, yang diperoleh melalui alat pengumpul  data 

berupa  kuisioner yang diedarkan secara langsung kelokasi penelitian. Kuesioner 

menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); 

Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju 

(STS = 1). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data secara terperinci dan 

baik, maka peneliti menggunakan metode survey adalah metode pengumpulan 

data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

individu. Survei merupakan peninjauan secara langsung tentang suatu fenomena 

ssosial Muhammad Ali (2014). 

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi pada kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara 

merupakan sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu input, proses dan output dimana 

laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk 
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mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan 

manajemen. Menurut Nugroho Widjajanto (2001) Indikator Sistem Informasi 

Akuntansi diukur berdasarkan (a) Pencatatan, (b) Penggolongan dan 

Pengikhtisaran, dan (c) Pelaporan. 

2. Keuangan Daerah (X2) 

Pengelolaan keuangan daerah agar mencapai tujuan maka diperlukan adanya 

serangkaian Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati 

Kabupaten Luwu Utara yang bertujuan untuk mengelola keuangan daerah secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Chabib Sholeh (2010) 

Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah diukur berdasarkan (a) Perencanaan, (b) 

Pelaksanaan, (c) Penatausahaan, (d) Pertanggungjawaban, dan (e) Pemeriksaan. 

3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) 

Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah ukuran yang dijadikan landasan untuk 

melihat baik tidaknya sesuatu hal yang dihasilkan. Menurut Bridwan (2004) 

adapun indikator kualitas laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: (a) Mempunyai nilai yang relevan, (b) Mempunyai nilai keterandalan, (c) 

Dapat dibandingkan, (d) Dapat dipahami dengan baik oleh pemakai informasi. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi indivudu terhadap permasalahan 

penelitian. Selain kuesioner, metode wawancara digunakan untuk mendukung 
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penelitian ini , dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih luas 

dilapangan. 

3.8 Analisis Data 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskritptif adalah analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang atau yang 

sedang berlangsung. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan 

dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2016:58) 

3.8.2 Uji Validitas 

Uji Validitas adalah uji untuk melihat sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang akan diukur. Menurut (Hengki Latan, 2013:46) menyatakan 

bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. 

3.8.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji untuk melihat apakah variabel yang akan digunakan 

sebagai kuesioner sudah sesuai atau tidak. Reliabelnya suatu kuesioner ketika 

kuesioner tersebut telah diuji maka akan menghasilkan hasil yang sama. Menurut  

(Sugiyono, 2016:121) uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran 

dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. 

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. 
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Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis 

ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a+  b1X1+ b2X2+e 

Keterangan : 

Y  = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

a  = Nilai Intercept (konstan) 

b  = Koefisien Regresi 

X1 = Sistem Informasi Akuntansi 

X2 = Pengelolaan Keuangan Daerah 

e  = Eror 

1. Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut (Hengki Latan, 2013:80) koefisien determinasi digunakan untuk melihat 

sejauh mana variabel dependen diperjelas oleh variabel independen. Nilai 

Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.  

2. Uji t (Uji Parsial) 
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Menurut (Hengki Latan, 2013:81) uji t merupakan uji untuk melihat hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat apakah kedua variabel tersebut 

berpengaruh secara parsial atau terpisah. 

 

3. Uji Statistik F  

Menurut (Hengki Latan, 2013:81) uji f digunakan untuk melihat apakah variabel 

bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam 

penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 

Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Luwu Utara 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan  Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Luwu Utara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lainnya yang 

diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku.  

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah adalah: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 

aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 

wewenangnya. 

4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 



36 

 
 

kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. 

5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

4.1.2 Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Luwu Utara 

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai rencana strategi yang meningkatkan 

profesionalisme, transparansi, akuntabel pengelolaan pendapatan dan keuangan 

daerah. Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini 

mencakup pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan 

dan Sasaran. Adapun visi dan misi BPKAD Kabupaten Luwu Utara sebagai 

berikut: 

A. VISI BPKAD 

1) Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel 

dan berorientasi publik. 

B. MISI BPKAD 

1) Mewujudkan penatausahaan dan pengelolaan kas keuangan daerah yang 

efektif, efisien dan optimal. 

2) Memacu pengelolaan APBD yang berkualitas, berorientasi publik. 

berkelanjutan dan berkeadilan. 

3) Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan 

kinerja Pemda Kab. Luwu Utara. 

4) Penyajian informasi keuangan daerah melalui laporan keuangan 
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Pemerintah Daerah yang akurat, komprehensif dan akuntabel. 

5) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Luwu Utara 

Adapun stuktur organiasasi Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Luwu Utara 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 127 Tahun 2016, tugas 

dan fungsi masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai 

berikut. 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, 

menyelenggarakan, membina, mengarahkan,  mengevaluasi serta melaporkan  

pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan 

keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan penyusunan program kegiatan badan pengelolaan keuangan 

daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan  di bidang pengelolaan keuangan 

daerah; 

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan 

keuangan daerah;  

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan keuangan 

daerah; 

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidaang 

pengelolaan keuangan daerah; 

6) Pelaksanaan urusan administrasi badan pengelolaan keuangan daerah; 
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7) Perumuan, pengarahan dan penyelenggaraan rencana trategik dan program 

kerja badan sesuai dengan visi misi daerah; 

8) Pengoordinasian perumusan dan  penyusunan program/kegiatan (RKA-

DPKD)  kerja dinas sesuai bidang tugasnya;  

9) Pemimpinan dan pengarahan pelaksanaan DPA-DPKD dan Anggaran 

Pemerintah Daerah;  

10) Pengoordinasian penyusunan dan pedoman pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah; 

11) Pengarahan dan pemberian petunjuk kepada staf dalam merumuskan program 

kerja dan menetapkan kebijakan  operasional di bidang pengelolaan keuangan 

dan aset daerah; 

12) Pemimpinan dan pengoordinasian penyusunan laporan keuangan dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

13) Penetapan SPD;  

14) Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;  

15) Pelaksanaan fungsi bendahrawan umum daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

16) Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah;  

17) Pengadaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan;  

18) Penandatangananan SPM;  
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19) Pemimpinan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggungjawab BPKD;  

20) Pengarahan dan mempersiapkan pelaksanaan pinjaman dan pinjaman atas 

nama pemerintahan daerah; 

21) Pemimpinan dan pengarahan penyusunan kebijakan dan pedoman 

pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; 

22) Pembinaan pelaksanaan program WASKAT, menyelenggarakan monitoring 

dan evaluasi program/kegiatan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

kepada pimpinan; 

2. Sekretaris  

Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala 

Badan dan seluruh satuan kerja lingkup Badan yang yang meliputi urusan 

program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan penyusunan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Perumusan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, 

kepegawaian dan hukum; 

3) Penyelenggaraan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, 

kepegawaian dan hukum; 

4) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas 

Kepala Sub Bagian dan staf lainnya; 
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5) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan; 

6) Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian serta 

penetapan kebijakan di bidang umum dan keuangan, serta administrasi 

umum, hukum dan kepegawaian;  

7) Perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

8) Pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan teknis administratif 

kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Badan; 

9) Pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan umum dan keuangan; 

10) Pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan administrasi umum, 

hukum dan kepegawaian ; 

11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi 

umum, hukum dan kepegawaian serta program dan keuangan; 

12) Pengoordinasian, pembimbingan dan pengarahan penyiapan bahan dan 

penyusunan  RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen 

perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

13) Pengoordinasian seluruh kegiatan bidang pada lingkup badan;  

14) Penginterventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.  

3. Bidang Anggaran 

Kepala Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris 

mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di 
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bidang Anggaran yang meliputi Penyusunan dan Pengesahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengendalian dan pelaksanaan 

Anggaran Belanja Daerah dan Pengendalian, Pelaksanaan, Pembiayaan dan 

anggaran transfer daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang 

Anggaran menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang; 

2) Penyelenggaraan program/kegiatan bidang; 

3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program/kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang; 

4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan; 

5) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengordinasian pengelolaan 

anggaran; 

6) Pelaksanaan pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran dan 

penyusunan APBD dan APBD Perubahan; 

7) Pengoordinasian bahan perumusan pedoman penyusunan RKA/DPA 

SKPD dan PPKD; 

8) Pengoordinasian penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara 

(PPAS);  

9) Penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan menyusun analisa 

standar belanja; 

10) Penyiapan anggaran kas daerah dan memproses serta menganalisa Penerbitan 

Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;  
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11) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan instansi terkait lainnya sehubungan dengan anggaran transfer 

daerah; 

12) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dana anggaran transfer daerah; 

13) Pengordinasian dan kerjasama dengan perangkat dan lembaga terkait dalam 

rangka peningkatan penerimaan anggaran transfer daerah. 

4. Bidang Perbendaharaan 

Kepala Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris 

mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi 

penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di 

bidang perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang 

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang; 

2) Penyelenggaraan program/kegiatan bidang; 

3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan 

kepala sub bidang dalam lingkup bidang; 

4) Pengordinasian pengelolaan kas daerah; 

5) Pengordinasian pemindahbukuan uang kas daerah; 

6) Pengordinasian penatausahaan pembiayaan daerah; 

7) Pengordinasian penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

bidang pengelola perbendaharaan daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas;  
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8) Pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas 

umum daerah, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan 

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah, serta pelaksanaan  

rekonsiliasi dengan bank umum pemerintah atas penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah; 

9) Pengoordinasian pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D; 

10) Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen 

pengesahan SPJ, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan 

SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP; 

11) Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan 

penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); 

12) Pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat 

pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang 

daerah sebagai optimalisasi kas; 

13) Pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta 

pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait; 

14) Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang 

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan 

pertanggungjawaban (SPJ); 

15) Pengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembaIian 

kelebihan penerimaan; 

16) Pengoordinasian penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD. 
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5. Bidang Akuntansi 

Kepala Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris 

mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di 

bidang akuntansi, dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas; 

2) Pengordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah; 

3) Pengordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

4) Pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

5) Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD; 

6) Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD; 

7) Pengoordinasian kegiatan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

8) Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan; 

9) Penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;  

10) Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan 

akuntansi Pemerintah Daerah; 
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11) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah; 

12) Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; 

13) Pelaksaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. 

6. Bidang Aset 

Kepala Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris mempunyai 

tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Aset yang 

meliputi perencanaan dan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan serta 

pemanfaatan dan  penghapusan, dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Aset 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang; 

2) Penyelenggaraan program/kegiatan bidang; 

3) Pembinaan, pengordinasian dan pengendalian, pengawasan program/kegiatan 

Kepala Seksi dalam lingkup bidang; 

4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;   

5) Pengoordinasian dalam penelitian dan penyiapan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah 

(BMD); 
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6) Pengoordinasian dan membantu penelitian serta penyiapan bahan 

pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah (BMD); 

7) Pengoordinasian dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan 

dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah (BMD); 

8) Penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan 

penghapusan Badan Milik Daerah (BMD); 

9) Pengoordinasian pelaksanaan penyimpanan dokumen asli kepemilikan Barang 

Milik Daerah; 

10) Pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

Barang Milik Daerah (BMD); 

11) Pengoordinasian pelaksanaan rekapitulasi dan penghimpunan laporan barang 

pengguna semesteran dan tahunan serta laporan bagian pengelola sebagai 

bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD); 

12) Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi (Barang Milik Daerah); 

13) Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). 

4.2 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu pegawai yang 

bekerja di Kantor BPKAD yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Dari 

77 pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara yang 

bersedia untuk turut serta dalam penelitian ini 40 responden. Data untuk 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner secara langsung kepada 

responden pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara. 
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4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel 4.1 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis 

kelamin. 

         Tabel 4.1 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

Responden 
Presentase 

1 Laki-laki 25 62,5 

2 Perempuan 15 37,5 

Jumlah 40 100 

            Sumber: Data yang diolah 2020 

 Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang atau 37,5% 

responden perempuan, dan 25 orang atau 62,5% responden berjenis kelamin laki-

laki. 

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia. 

        Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) Jumlah 

Responden 
Presentase 

1 31-40 Tahun 13 32,5 

2 41-50 Tahun 26 65,0 

3 >51 Tahun 1 2,5 

Jumlah 40 100 

 Sumber: Data yang diolah 2020             

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada kantor 

BPKAD mayoritas berumur 31-40 tahun sebesar 32,5% atau 13 orang. 
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Selanjutnya yaitu berusia 41-50 tahun sebesar 65,0% atau 26 orang, sisanya  

berusia >51 sebesar 2,5% atau 1 orang. 

4.3 Deskripsi Statistik 

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku umum (Sugiyono, 2012:21). Berikut ini adalah hasil analisis statistik 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Deskripsi Statistik Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel  
Frekuensi Total 

Sampel SS S N TS STS 

Sistem Informasi 

Akuntansi (X1) 
39 1 0 0 0 

40 
Pelaporan Keuangan 

Daerah (X2) 
39 1 0 0 0 

Kualitas Laporan 

Keuangan (Y) 
39 1 0 0 0 

  Sumber: Data yang diolah 2020 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden untuk 

variabel  Sistem Informasi Akuntansi (X1), Pelaporan Keuangan Daerah (X2) dan 

Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang menjawab “Sangat Setuju (SS)” sebanyak 

39 orang, “Setuju (S) 1 orang, “Netral (N)” sebanyak 0, “Tidak Setuju (TS)” 

sebanyak 0, dan “Sangat Tidak Setuju (STS)” sebanyak 0. Maka jawaban 

responden rata-rata menjawab “Sangat Setuju (SS)”. 
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4.4 Hasil Penelitian 

4.4.1 Uji Instrumen Data 

a. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuisoner. Menurut (Hengki Latan, 2013:46) pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan Pearson Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika 

tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat 

dikatakan valid. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari tiga 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA), Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) dan Kualitas Laporan 

Keuangan (KLK). 

  Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Akuntansi 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig 

(2-

Tailed) 

Keterangan 

1. (SIA1) ,743** ,000 Valid 

2. (SIA2) ,743** ,000 Valid 

3. (SIA3) ,743** ,000 Valid 

4. (SIA4) ,598** ,000 Valid 

5. (SIA5) ,590** ,000 Valid 

6. (SIA6) ,718** ,000 Valid 

7. (SIA7) ,470** ,002 Valid 

8. (SIA8) ,859** ,000 Valid 

9. (SIA9) ,588** ,000 Valid 

10. (SIA10) ,827** ,000 Valid 

11. (SIA11) ,470** ,002 Valid 
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12. (SIA12) ,448** ,004 Valid 

13. (SIA13) ,590** ,000 Valid 

14. (SIA14) , 743** ,000 Valid 

15. (SIA15)    ,743** ,000 Valid 

16. (SIA16)    ,743** ,000 Valid 

                  Sumber: Data yang diolah 2020 

Pada tabel 4.4 Menunjukkan variabel sistem informasi akuntansi 

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan yaitu nilai signifikan 

(2-Tailed) yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel item pertanyaan sistem informasi akuntansi dapat dikatakan 

valid. 

         Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig 

(2-Tailed) 
Keterangan 

1. (PKD1) ,728** 0,000 Valid 

2. (PKD2) ,413** 0,008 Valid 

3. (PKD3) ,728** 0,000 Valid 

4. (PKD4) ,878** 0,000 Valid 

5. (PKD5) ,901** 0,000 Valid 

6. (PKD6) ,728** 0,000 Valid 

7. (PKD6) ,548** 0,000 Valid 

8. (PKD6) ,901** 0,000 Valid 

9. (PKD6) ,455** 0,003 Valid 

              Sumber: Data yang diolah 2020 

 

Pada tabel 4.5 Menunjukkan variabel pengelolaan keuangan daerah 

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan yaitu nilai signifikan 
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(2-Tailed) yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel item pertanyaan pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan 

valid. 

         Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Sig 

(2-Tailed) 
Keterangan 

1. (KLK1) ,464* 0,003 Valid 

2. (KLK2) ,896** 0,000 Valid 

3. (KLK3) ,896** 0,000 Valid 

4. (KLK4) ,896** 0,000 Valid 

5. (KLK5) ,818** 0,000 Valid 

6. (KLK6) ,705** 0,000 Valid 

7. (KLK6) ,896** 0,000 Valid 

8. (KLK6) ,705** 0,000 Valid 

9. (KLK6) ,582** 0,000 Valid 

           Sumber: Data yang dilolah 2020 

 

Pada tabel 4.6 Menunjukkan variabel kualitas laporan keuangan 

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan yaitu nilai signifikan 

(2-Tailed) yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel item pertanyaan kualitas laporan keuangan dapat dikatakan 

valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen 

penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai 



53 

 
 

Cronbach Alpha berada diatas 0,6. Tabel 4.7 Menunjukkan hasil uji reliabilitas 

untuk 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

            Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Sistem Informasi 

Akuntansi 
0,885 Reliabel 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
0,868 Reliabel 

Kualitas Laporan 

Keuangan 
0,843 Reliabel 

               Sumber: Data yang diolah, 2020 

Tabel 4.7 Menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel sistem 

informasi akuntansi sebesar 0,885, pengelolaan keuangan daerah sebesar 

0,868, dan variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,843. Menurut (Hengki 

Latan, 2013:46) suatu data dikatakan reliabel jika mempunyai nilai cronbach’s 

alpha diatas 0,6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih 

besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang 

digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila 

pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama 

dengan jawaban sebelumnya. 

4.4.2 Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel 

independen dan satu variabel dependen. Untuk mengetahui pola hubungan antar 
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variabel, maka akan diuji tiga hipotesis yang telah diajukan sebelumnya 

menggunakan metode analisis regresi linear berganda.  

         Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B td. Error Beta 

(Constant) -0,948 2,648 
 

-0,358 0,722 

X1 0,323 0,024 0,729 13,539 0,000 

X2 0,451 0,068 0,358 6,651 0,000 

          Sumber: Pengolahan data SPSS 2020  

Rumus yang didapatkan dari hasil pengujian:  

Y = -0,948+ 0,323 +0,451 + e 

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.8 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan 

statistik di atas sebesar sebesar -0,948 artinya apabila variabel bebas 

bernilai nol maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetap 

sebesar -0,948. 

b) Variabel sistem informasi akuntansi memiliki koefisien positif sebesar 

0,323. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan satu persen variabel sistem informasi akuntansi dengan asumsi 

variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah sebesar 0,323 atau 32,3%. 

c) Variabel pengelolaan keuangan daearah memiliki nilai koefisien regresi 

positif sebesar 0,451. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa 
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setiap kenaikan satu persen variabel pengelolaan keuangan daerah, 

dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah sebesar, 0,451 atau 45,1%. 

1. Uji-t (Parsial) 

Uji ini digunakan untuk meneliti pengaruh apakah sistem informasi 

akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara yang 

diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 

maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 

maka hipotesis ditolak.  

         Tabel 4.9 Hasil Uji t (Parsial) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B td. Error Beta 

(Constant) -0,948 2,648 
 

-0,358 0,722 

X1 0,323 0,024 0,729 13,539 0,000 

X2 0,451 0,068 0,358 6,651 0,000 

          Sumber: Pengolahan data SPSS 2020 

a. Uji Hipotesis 1: Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. 

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.9, variabel sistem 

informasi akuntansi memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05 dan memiliki nilai thitung positif 13,539 yang lebih besar dari 

ttabel 1,683, sehingga variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan dapat dikatakan 
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bahwa Ha mendukung hasil penelitian, hal ini menunjukkan apabila 

sistem informasi akuntansi ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan 

daerah juga akan meningkat.  

b. Uji Hipotesis 2: Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah 

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.9, variabel 

pengelolaan keuangan daerah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai thitung positif 6,651 yang lebih 

besar dari ttabel 1,683, sehingga variabel pengelolaan keuangan daerah  

berpengaruh positif signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan daerah 

dan dapat dikatakan bahwa Ha diterima, hal ini menunjukkan apabila 

pengelolaan keuangan daerah meningkat maka kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah juga akan meningkat. 

2. Hasil Uji Koefisien determinasi 

Tabel 4.10 Hasil Uji Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 1 0,959a 0,919 0,915 0,37849 

 Sumber: Pengolahan data SPSS 2020 

Hasil Analisis uji koefisien determinasi tersebut dapat terlihat pada tabel 

4.10 dari adjusted R Square sebesar 0,915 menunjukkan bahwa kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah diperjelas oleh 2 variabel yaitu sistem 

informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 91,5% sisanya 

8,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
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4.5 Pembahasan  

1. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah  

Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah didukung oleh teori Steward dimana teori ini menjelaskan 

tentang hubungan antara steward dan principals. Teori ini lebih lanjut 

menjelaskan tentang kebutuhan informasi keuangan antara pihak manajemen 

dengan pihak pemangku kepentingan atau pemegang saham. Sistem informasi 

akuntansi menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam mengolah suatu informasi 

keuangan, disebakan karena setiap transkasi atau kegiatan operasional 

perusahaan akan di catat kedalam bentuk sistem akuntansi dan hasilnya 

kemudian akan di laporkan ke pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini 

sistem informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara, dikarenakan 

para pegawai yang bekerja di kantor tersebut telah mengerti dan memahami 

tentang prosedur akuntansi yang mereka lakukan, serta sistem akuntansi yang 

diterapkan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga para 

pegawai dapat memaksimalkan pekerjaanya dengan baik dan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Defitri (2018) yang 

mengatakan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Senada dengan penelitian Untary (2015). 

yang menunjukkan hasil sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 
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kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

pemahaman pegawai mengenai sistem informasi akuntansi, maka semakin 

baik kinerjanya dalam menjalankan tugasnya, dan semakin baik sistem 

akuntansi keuangan daerah yang dikelola mulai dari proses pencatatan, 

pengiktisaran dan penggolongan dengan melakukan posting ke jurnal ke dalam 

buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai 

pada laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

akan tercapai dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

2. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah 

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah juga didukung oleh teori Steward dimana teori ini 

menjelaskan tentang hubungan antara steward dan principals. Teori ini lebih 

lanjut menjelaskan tentang kebutuhan informasi keuangan antara pihak 

manajemen dengan pihak pemangku kepentingan atau pemegang saham. 

Pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar dalam menentukan hasil laporan 

keuangan daerah yang berkualitas, untuk itu setiap pegawai perlu memahami 

dan mengetahui tentang pedoman  pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan, 

dalam penelitian ini pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD 

Kabupaten Luwu Utara, disebabkan karena para pegawai yang bekerja di 

kantor tersebut telah mengerti dan memahami tentang prosedur atau pedoman 
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pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan, dengan pemahaman 

dan pengetahuan para pegawai di BPKAD Kab. Luwu Utara mengenai 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini membuat para pegawai dapat 

mengelola keuangan dengan baik dan dapat melaporkan hasil keuangan secara 

efektif dan efesiensi ke pemangku kepentingan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sholikah,Astuti,& 

Sunarko, (2016) yang mengatakan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya 

dengan penelitian Sholikah (2016) yang menunjukkan hasil pengelolaan 

keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah. Hal ini menujukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 

diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Kebijakan yang 

dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun 

horizontal dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan 

ekonomis, efektif, dan efisien.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh sistem 

informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara. Maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara. Hal ini 

menunjukkan apabila sistem informasi akuntansi meningkat, maka  kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat. 

2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara. Hal ini 

menunjukkan apabila pengelolaan keuangan daerah meningkat, maka kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah akan meninkgat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi 

beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai 

sumber informasi dan sebagai sumber pemikiran dalam mengembangkan 

disiplin ilmu akuntansi sektor publik, serta kontribusi dalam pengembangan 
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penelitian khususnya mengenai sistem informasi akuntansi dan pengelolaan 

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah masukan dan sumber referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 
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